BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan mengenai
pengaruh lingkungan bisnis e-commerce, sanksi pajak, dan keadilan pajak
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan melalui marketplace
Shopee dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lingkungan bisnis e-commerce berpengaruh positif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan melalui marketplace Shopee .

2. Persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi usahawan melalui marketplace Shopee.

3. Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi usahawan melalui marketplace Shopee.

5.2.  Keterbatasan

Dalam setiap melakukan penelitian tentunya memiliki keterbatasan yang

berbeda-beda. Pada penelitian ini pun terdapat keterbatasan, yakni:

1. Tidak mendapatkan izin penelitian yang diajukan ke Tim Recruitment
Campus Shopee, sehingga tidak mendapatkan peluang untuk menambah
jumlah responden dalam penelitian ini.

2. Kesulitan dalam mencari responden yang bersedia berpartisipasi mengisi
kuesioner yang dibagikan, hal ini dibuktikan dengan tingkat jumlah

tanggapan responden 17,8% dari total kuesioner yang dibagikan
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5.3. Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-

pihak tertentu, yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya, dengan topik penelitian serupa dapat
menerapkan teknik pengumpulan data lain, seperti pengumpulan data
dari responden secara langsung pada konter layanan pengiriman paket
sehingga dapat menambah jumlah responden penelitian.

2. Untuk pihak-pihak yang berwenang dalam bidang perpajakan, dapat
memaksimalkan penerapan variabel-variabel independen penelitian
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak
mampu memaksimalkan sosialisasi terkait peraturan perpajakan yang
berlaku bagi usahawan e-commerce, DJP juga dapat memaksimalkan
penerapan sanksi pajak yang berlaku secara menyeluruh dan tegas serta

menerapkan tarif pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak.
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LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

A. Identitas Responden

. Nama

. Jenis Kelamin

. Jenis E-Commerce yang dilakukan

|:| Online Marketplace |:| Classified Ads

|:| Daily Deals |:| Online Retail

. Jika melakukan kegiatan Online Marketplace, platform yang digunakan

|:| Shopee |:| Tokopedia |:| Lazada
[] Blibli [ ] Lainnya,.........

. Nama toko di marketplace

. Lama usaha berjalan

|:| 0-2 Tahun |:| 2-5 Tahun |:| >5 Tahun

. Kepemilikan NPWP

|:| Pribadi |:| Badan |:| Tidak memiliki

. Peredaran bruto dalam satu tahun pajak

|:| < Rp4.800.000.000 |:| > Rp4.800.000.000

. Kepemilikan toko secara fisik/offline

|:| Ya |:| Tidak
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B. Petunjuk Pengisian
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1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dan pilihlah 1 jawaban yang paling

sesuai dengan anda

2. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Responden

3. Terdapat 4 alternatif jawaban yang dapat dipilih, yaitu

a.
b.
C.

d.

Sangat Tidak Setuju (STS)
Tidak Setuju (TS)

Setuju (S)

Sangat Setuju (S)

C. Pertanyaan

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di E-Commerce (KWP)

No. Item Pertanyaan STS | TS S SS
1. | Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat
subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
2. | Saya sebagai pelaku usaha e-commerce
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
3. | Saya sebagai pelaku usaha e-commerce
melakukan perhitungan pajak dengan benar.
4. | Sebagai Wajib Pajak saya membayar pajak
dengan tepat waktu.
5. | Saya sebagai pelaku usaha e-commerce selalu
mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
6. | Saya sebagai pelaku usaha e-commerce
melakukan pelaporan SPT tepat waktu.
Sumber: Indriyani (2020)
2. Lingkungan Bisnis E-Commerce (LING)
No. Item Pertanyaan STS | TS S SS

1.

Pelaku usaha e-commerce mendukung perilaku
patuh terhadap peraturan pajak

2.

Pelaku usaha e-commerce mendorong untuk
melaporkan pajak secara benar

Sesama pelaku usaha e-commerce menaruh
perhatian apabila tidak membayar pajak
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Saya membayar pajak karena anjuran sesama
pelaku usaha e-commerce

Pelaku usaha e-commerce melaporkan pajak
secara benar

Pelanggan mendukung perilaku untuk patuh
terhadap peraturan perpajakan

Teknologi yang digunakan dalam sistem
perpajakan memudahkan dalam pelaksanaan
perpajakan

8.

Petugas pajak mendorong pelaku usaha e-
commerce melakukan kewajiban perpajakannya

Sumber: Helen & Khairani (2020)

3. Persepsi Sanksi Pajak (SP)

No.

Item Pertanyaan

STS

TS

SS

1.

Sanksi tidak menyampaikan SPT sangat
diperlukan

2.

Setiap orang yang secara sengaja tidak
mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP/NPPKP akan dikenai sanksi

Sanksi administrasi berupa denda 200% dari
jumlah pajak yang kurang bayar, apabila
pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar
dalam hal ini dilakukan pertama kali oleh Wajib
Pajak

Sanksi administrasi diberikan apabila terlambat
dalam pembayaran pajak masa dan tahunan.

Denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi
sebesar Rp100.000 merupakan hal yang wajar

Wajib Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku

Penerapan sanksi harus dilakukan dengan tegas
kepada Wajib Pajak yang melanggar

Sanksi yang tegas merupakan hal yang penting
agar tercipta kedisiplinan dan kepatuhan
perpajakan

Sumber: Indriyani (2020)




4. Persepsi Keadilan Perpajakan (ADIL)
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No.

Item Pertanyaan

STS

TS

SS

1.

Tarif pajak final dan umum sudah sesuai dengan
undang-undang yang berlaku.

2.

Dengan membayar pajak sesuai peraturan yang
berlaku, Saya mendapat manfaat yang sesuai

Tarif pajak final dan umum sesuai dengan
kemampuan Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku usaha e-
commerce dengan kondisi kemampuan dan
penghasilan yang sama dikenakan pajak yang
sama.

Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku usaha e-
commerce dengan kondisi kemampuan dan
penghasilan berbeda dikenakan tarif yang
berbeda.

Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku usaha
konvensional dan pelaku usaha e-commerce
diperlakukan sama dalam hal perpajakannya.

Sumber: Rahmawati (2021)




